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SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
I BULELENG NOMOR 11 TAHUN 1996 TENTANG SUMBANGAN PIHAK

Menimbang

Mengingat

. a.

KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

bahwa Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga
yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah tidak
sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Perundangan oleh
karenanya dipandang perlu dilakukan suatu perubahan ;

. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia No 188.34/17/SJ, tertanggal 5 Januari 2010 perihal
Penataan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Buleleng No 11 Tahun 1996 tentang
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomo 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
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. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang No 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang Undang No 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 59 ; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No 4844 ) ;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Puasat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemabran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah,;

10.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun 2007 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

Menetapkan

dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BULELENG NOMOR 11 TAHUN 1996 TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Buleleng Nomor 11 Tahun 1996 Tentang Sumbangan
Pihak Ketiga Kepada Daerah diubah Sebagai berikut :

. Ketentuan dalam Bab | Ketentuan Umum Pasal 1 huruf a, huruf b,
huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf f diubah dengan angka sehingga
keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dengan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
Kabupaten  Buleleng sebagai Unsur  Penyelenggara
Pemerintahan Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Buleleng;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Buleleng;

Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga
Kepada Derah secara lklas, tidak mengikat, perolehannya oleh
pihak ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang
disamakan dengan uang maupun barang- barang baik bergerak
maupun tidak bergerak;

. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum

dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan
atau asal usulnya yang memberikan sumbangan,;

2. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
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Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 8 September 2010

BUPATI BULELENG,

PUTU BAGIADA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 14 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

| KETUT GELGEL ARIADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2010 NOMOR 4.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Ida Bagus Suradnyana,SH, MS. |
NIP.1962111 198903 2 208
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